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A B S T R A K 

Dermawan Iskandar /22 2001 155/ Analisis Upaya-upaya Meningkatkan 
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asl i Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir /Akuntansi Pemerintahan 

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini Upaya - upaya apa yang dapat 
dilakukan Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan 
kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asl i Daerjih di 
Kabupaten Ogan Ilir ?. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis upaya - upaya 
apa yang dapat dilakukan Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna 
meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asl i 
Daerah di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan manfaat penelitian ini adalah bagi 
penulis, bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan bagi Almamater. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tempat penelitian ini 
adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang bcralamat di Jalan 
Raya Lintas Timur - K m . 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telp. ( 0711 ) 7082262 -
Indralaya. Variabel dalam penelitian ini adalah Upaya-upaya meningkatkan Pajak 
daerah dan Pendapatan Asl i Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara dan dokumentasi, alat analisis data yang digunakan adalah 
kualitalif dan kuantitatif sedangkan teknis analisis yang digunakan adalah 
kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis, didapat kesimpulan sebagai berikut : Upaya-upaya 
yang dapat dilakukim Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk 
meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan As l i 
Daerah di Kabupaten Ogan Ilir adalah merumuskan kebijakan teknis tentang 
pajak daerah, menyelenggarakan pendataan / pendaftaran serta pemungutan 
/penagihan, penetapan besarnya serta evaiuasi 

Kata Kunci : Pajak Daerah, Kontribusi dan P A D 

xii 



B A B i 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan serangkaian usaha untuk mengubah atau 

memperbaiki kondisi suatu negara. Pelaksanaan pembangunan tentunya 

memeriukan dana yang besar. Pemerintah harus berusaha maksimal untuk 

memngkatkan penerimaan negara dengan cara memanfaatkan semua kondisi 

yang ada dalam suatu negara, sehingga pemerintah pusat memberi 

kewenangan kepada daerah untuk membangun daerahnya sendiri dan 

mengelolah sumber penghasilan dan keuangan sendiri untuk membiaya 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. 

Otonomi yang diberikan kepada daerah didasarkan pada azas 

disentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah supaya dapat mengatur dan 

mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka pcningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengukur dan 

mengurus pemerintahan daerah, salah satu perimbangan yang mendasari perlu 

diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam 

negeri dan di luar negeri. Dilain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan 

semakin tingginya tingkat globalisasi yang menuntut daya saing antar negara, 

termasuk daya saing antar pemerintah daerah. Daya saing pemerinlah daerai^-. 
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diharapkan dapal menunjang tingkat kemandirian daerah untuk membiayai 

semua belanja daerah dengan memanfaatkan penerimaan yang diperolehnya 

dari hasil pendapatan asli setiap daerah. 

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan asli daenih dengan cara memanfaatkan dan 

mengelola potensi yang terdapat di daerah antara lain potensi sumber daya 

alam, potensi sumber daya manusia, serta potensi sumber keuangannya secara 

optimal. Namun untuk mengelola dan memanfaatkiin potensi yang ada di 

daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asl i Daerah tidak mudah, 

banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah baik yang timbul 

atau yang disebabkan oleh aparat pemerintah. 

Suatu daerah harus mempunyai sumber keuangan sendiri untuk dapat 

melaksanakan otonomi daerah, semakin besar keuangan suatu daerah, semakin 

besar kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan 

daerah diwilayahnya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah 

dengan membiayai keuangan di daerah dengan meningkatkan Pendapatan 

Asl i Daerah. Pendapatan Asl i Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan 

secara mumi oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber penerimaan daerah 

yang bersajigkutan dan dikelolah sendiri berdasarkan peraturan pemerintali. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat serta usaha pcningkatan pertumbuhan perekonomian 

daerah, diperlukan penyediaan sumber Pendapatan Asl i Daerah yaitu Pajak 

Daerah, retribusi Daerah, Laba B U M D dan Pos Lain yang Sah. Mengingat 



pentingnya Pendapatan As l i Daerah sebagai salah satu komponen pendapatan 

negara dalam usaha pembangunan nasional, pemerintah daerah harus berupaya 

menggali potensi yang ada dalam masyarakat melalui upaya penyempurnaan 

sistem perpajakan yang berlaku. Upaya pcningkatan sistem perpajakan 

mencakup usaha masyarakat untuk turul serta dan berpartisipasi aktif dalam 

memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik dan membayar pajak 

yang telah ditetapkan pemerintah. 

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah pada 

umumnya berpedoman pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974. 

Ketentuan tersebut dirasakan sudah lidak sesuai dengan era globalisasi yang 

ditandai dengan akan diberiakukan era pasar bebas diberbagai kawasan dunia. 

Pada akhirnya muncul reformasi di bidang perpajakan daerah dengan 

diberlakukannya Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak 

daerah dan restribusi daerah, tetapi Undang - Undang tersebut mengalami 

perubahan menjadi Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang 

perubahan Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997. Perubahan tersebut 

diharapkan supaya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan 

meningkat sehingga kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan didaerah akan terwujud. 

Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten hiisil pemekaran yang baru 

di Provinsi Sumatera Selalan, seperti kabupaten lain dalam melaksanakan 

pembangunan di daerahnya memeriukan biaya yang cukup besar. Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir berusaha meningkatkan Pendapatan As l i daerah dengan 
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mengoplimalkan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba B U M D 

dan Pos Lain yang Sah. 

Berdasarkan data yang didapat penulis pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir dapat diuraikan pada tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel I . l 
Kontribusi Unsur - Unsur Penenmaan Daerah 

di Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2005-2007 

Tahun Pajak Daerah Restribusi 
Daerah 

Laba BUMD Pos lain yang 
Sah 

Total 
Penerimaan 

PAD 
2005 1.645.626.667 1.366.195.909 2.883.950 262.336.644 3,337.043.170 

2006 2.646.299.913 2.504.583.668 6.538.261.449 11.668.845.117 

2007 2.605.328.114 2.215.117.531 11.252.339.400 16.072.785.045 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2008 

Berdasarkan Tabel I . l di atas dapat dilihat bahwa dari total 

penerimaan Pendapatan Asl i Daerah ( P A D ) di Kabupaten Ogan Ilir untuk 

tahun 2005 yang berjumlah Rp. 3.337.043.170,-, pajak daerah memberikan 

kontribusi sebesar Rp. 1.645.626.667,- atau sebesar 49,31 %, retribusi daerah 

memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.366.195.909,- atau sebesar 40,94 %, 

laba B U M D memberikan kontribusi sebesarRp. 662.883.950,- atau sebesar 

0,086 % dan Pos lain yang sah dengan kontribusi sebesar Rp. 262,336.644,-

atau sebesar 07,86 %. 

Tahun 2006 dari total penerimaan Pendapatan Asl i Daerah 

( P A D ) di Kabupaten Ogan Ilir yang berjumlah Rp. 11.668.845.117,-, pajak 

daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.646.299.913,- atau sebesar 22,68 

%, retribusi daerah memberikan kontribus. sebesar Rp. 2.504.583.668, atau 
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sebesar 21,46 % laba B U M D memberikan kontribusi sebesar Rp. (),- dan Pos 

lain yang sah dengan kontribusi sebesar Rp. 6.538.261.449,- atau sebesar 

56,03 %. 

Total penerimaan Pendapatan Asl i Daerah ( P A D ) di Kabupaten 

Ogan Ilir tahun 2007 yang berjumlah Rp. 16.072.785.045,-, pajak daerah 

memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.60^.328.114,- atau sebesar 16,21 %, 

retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.215.117.531,- atau 

sebesar 13,78 %, laba B U M D memberikan kontribusi sebesar Rp. 0,- dan Pos 

lain yang sah dengan kontribusi sebesar Rp. 11.252.339.400,- alau sebesar 

70,01 %. 

Pajak daerali, Retribusi daerah. Laba B U M D dan Pos Lain yang Sah 

merupakan unsur penerimaan asli daerah yang pengelolaan diserahkan 

lang.sung kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerinlah Kabupaten Ogan 

Ilir. 

Tabel I . I tersebut menggambarkan bahwa Pajak Daerah merupakan 

salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli daerah Kabupaten 

Ogan Ilir. Untuk meningkatkan pendapatan daerah disektor pajak daerah, 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan Peraturan Daerah ( P E R D A ) 

tentang pajak daerah. yakni Perda No. 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel, 

Perda No. 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran, Perda No. 04 Tahun 2005 

Tentang Pajak Hiburan, Perda No. 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame, 

Perda No. 06 Tahun 2006 Tenlang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan 

Galian Golongan C, serta Perda No. 07 Tahun 2006. Tentang Pajak 
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Penerangan Jalan. Penetapan Peraturan Daerah ( Perda ) tersebut dilakukan 

oleh Pemerintali Kabupaten Ogan Ilir untuk mengoplimalkan pendapatan 

dearah atas pajak daerali. 

Pendayagunaan potensi tersebut harus tetap dalam kewajaran dan tidak 

membebani masyarakat, tidak mengorbankan kepentingan umum dim tidak 

bertentangan dengan peraturan Perundang - undangaii yang lebih tinggi, serta 

diatur dalam peraturan pemerintah ( PP j dan Peraturan Daerah yaitu adalah 

Peraturan Daerah ( P E R D A ) . Penetapan Peraturan Daerah ( Perda ) tentang 

pajak daerah diharapkan dapat membatu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan 

merealisasikan penerimaan daerah atas pajak daerah. 

Berikut ini dapat dilihat perkembangim target dan realisasi 

penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 

sampai dengan 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

l abe l 1.2 
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2005 s/d Tahun 2007 

Tahun Target Realisasi Persentase ( %) 

2005 1.885.300.000 1.645.626.667 87,29 % 

2006 3.230.000.000 2.646.229.913 81 .93% 

2007 3.230.000.000 2.605.328.114 80,66 % 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2008 

* 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan target 

dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dapat 

dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 

belum mencapai target penerimaan daerah atas pajak daerali yang telah 

ditetapkan oieh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sehingga pemerintah 

mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada pcningkatan penerimaan pajak 

daerah guna meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asl i 

Daerali ( P A D ) di Kabupaten Ogan Ilir. 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir guna 

meningkatkan penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Ogan Ilir adalali dengan 

melakukan penetapan Peraturan Daerah ( Perda ) tentang pajak daerah 

diharapkan dapat membatu pemerintali Kabupaten Ogan Ilir dan 

merealisasikan penerimaan daerah alas pajak daerah. walalupun dalam 

kenyataannya usaha yang telah dilakukan tersebut masih kurang optiomal. 

Berdasarkan tabel di atas, menurut pengamatan peneliti tidak tercapai 

target yang telah ditetapkan karena sistem dan prosedur yang digunakan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir masih kurang baik, padahal 

disisi lain pemugutan pajak daerah berpenganih terhadap penerimaan 

pendapatan asli daerah, sehingga dari tabel di atas dapat dilihat terjadi 

penyimpangan. 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selama ini memandang bahwa 

pemungutan pajak daerah perlu dioptimalisasikan, mengingat bahwa 

pemungutan pajak yang dilakukan selama ini hasilnya masih kurang memadai^j 
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Kondisi ini mcngharuskan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir periu melakukan 

pengelolaan terhadap pajak daerali sebagai bagian pendapatan daerah. Apabila 

pemungutan pajak daerah belum mencapai target yang dibuat, terus akan 

dilakukan penagihan, dan upaya untuk mengali sumber penerimaan yang baru 

terus dilakuan dengan mendata objek dan subjek pajak. 

Berdasarkan latar belakang yiuig telah dikcmukan sebeiumnya, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : " Analisis Upaya-upaya 

Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latai belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut : Upaya - upaya apa 

yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna 

memngkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan As l i 

Daerah di Kabupaten Ogan Ilir ? 

C . Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : Untuk menganalisis upaya - upaya apa yang dapat dilakukan 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan kontribusi 

Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asl i Daerah di Kabupaten 

Ogan ilir . 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai pengetahuan untuk mengalokasikan teori-teori yang diperoleh 

selama ini khususnya yang berkenaan dengan iikuntansi pemerintahan dan 

dihubungkaii ilciigan praktck yang ada. 

2. Bagi Dinas Pendapatan Daeriili Kabupaten Ogan Ilir 

Yaitu sebagai bahan masukkan guna mengetahui kebijakan - kebijakan 

yang dapat diambil guna meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap 

penerimaan Pendapatan As l i Daerali ( P A D ) Kabupaten Ogan Ilir 

3. Bagi Almamater 

Bagi mereka yang ingin meneliti maka hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik. 



BAB I I 

K A J I A N P U S T A K A 

A. Penelitian Sebeiumnya 

Penelitian sebeiumnya berjudul Anaiisis Perubahan Peraturan Daerah 

( Perda ) Tentang Pajak Daerah Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak 

Daerah Di Pemerintah Kota Palembang telah dilakukan oleh Amhar Falentino 

( 2006 ) . Perumusan masalahnya adalah Apakah perubahan Peraturan Daerah 

tentang Pajak Daerah dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di 

Pemerintah Kota Palembang. Adapun tujuaanya adalah untuk mengetahui 

dampak Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah terhadap 

penhigkatan penerimaan Pajak Daerah di Pemerintah Kola Palembang. 

Variabel dalam penelitian ini adalah perubahan perda pajak daerah dan 

penerimaan pajak daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik 

pengumpulan data berupa wawaneara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Untuk meningkatkan pendapatan 

daerah disektor pajak daerah, maka Pemerintah Kola Palembang merevisi 

Peraturan Daerah ( P E R D A ) tentang pajak daerah. yakni Perda No. 1 tahun 

1998 menjadi Perda No. 24 tahun 2002 lenlang Pajak Hotel, Perda No. 1 tahun 

1998 menjadi Perda No. 25 tahun 2002 Tentang Pajak Restoran, Perda No. 6 

taliun 2001 menjadi Perda No. 9 Tahun 2005 Tenlang Pajak Hiburan, Perda 

No. 3 tahun 1998 menjadi Perda No. 7 tahun 2001 tentang Pajak Reklame 

10 
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serta Perda No. 25 Tahun 2002 menjadi Perda No. 6 Tahun 2003 tentang 

Pajak Penerangan Jalan. Perubahan Peraturan Daerah { Perda ) tersebut 

dilakukan untuk mengoplimalkan pendapatan dearah atas pajak daerah. 

Perbiindingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebeiumnya dapat 

dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Dilihat dari 

persamaannya penelitian ini dan penelitian sebeiumnya sama - sama meneliti 

mengenai pajak sedangkan perbedaannya dalam penelitian sebeiumnya 

mcmbahas tentang perubalian Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Pajak 

Daerah dan dampaknya terhadap penerimaan Pajak Daerah di Pemerintah 

Kota Palembang sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana analisis upaya-

upaya meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan 

Pendapatan As l i Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak 

Muqodim ( 1999:1 ) menyatakan bahwa ; Pajak adalah salah suatu 

pengalihan sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta ( dalam 

pengertian luas ) , kepada sektor pemerintah ( kas negara ) , berdasarkan 

undang-undang atau peraturan sehingga dapal dipaksakan, tanpa ada 

kontraprestasi yang langsung dan seimbang, yang dapat ditunjukkcui secara 

individual, dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber 

penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah 

baik pengeluaran rutin, maupun pengeluaran pembangunan. 
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Mardiasmo (2001:1) menyatakan bahwa : Pajak adalah iuran 

rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

berdasarkan pendapat ahli di atas maka, dapat disimpulkan 

mengenai definisi pajak yaitu pajak merupakan iuran wajib untuk orang 

atau badan kepada negara (baik pemerintah pusat maupu pemerintah 

daerah), yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan 

meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung, 

dan h£isil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran 

pemerintah (baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah). 

Pengertian pajak menurut Ahmad Tjahjono dan M . Fakhri Husien 

( 2000 : 3 ) menyatakan 14 : Pajak adalah suatu kewajiban yang 

menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara disebabkan suatu 

keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah se.ta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 

negara dengan secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 

Ahmad Tjahjono dan M . Fakhri Husien ( 2000 : 3 ) menyatakan 

bahwa dari definisi pajak tersebut dapat dibuat kesimpulan tentang 

ciri - ciri yang melekat pada pengertian pajak yakni : 
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a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat ataupun pemerintah 

daerah) berdasarkan kekuatan undang - undang serta aturan 

pelaksanaan. 

b. Dalam pembayaran pajak lidak dapat ditentukan adanya kontraprestasi 

individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara 

jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu. 

c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi 

dari negara. 

d. Diperuntukan untuk pengeluaran rutin pemerintah, apabila masih 

surplus digunakan untuk " public investment". 

e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu untuk seseorang. 

f. Pajak dapal pula mempunyai tujuan yang tidak bugeter yaitu mengatur. 

Pajak Daerah 

Menurut Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengertian pajak 

daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yartg seimbang yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinlah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1, 

menyatakan baliwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa imbglan langsung yang 



seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturiin perundang -

undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerinlah daeriih dan pembangunan daerali. 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 

ayat (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten / 

Kota terdiri dari : 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak 

hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di 

hotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha 

hotel, yang meliputi : 

1) Fasilitas penginapan dan fasilit; i tinggal jangka pendek antara lain 

gubuk pariwisata ( cottage ) , motel, home slay, wisata pariwisata, 

pesanggrahan ( hostel ) , tosmen dan rumiih penginapan termasuk 

rumah kos dengan jumlah kamar sekurang - kurangnya 10 

( sepuluh ) kamai' yang menyediakan fasilitas seperti rumali 

penginapan. 

2) Pelayanan penunjang antara lain telepon, _/ax/m/7/, telex, foto copy. 

pelayanan cuci. setrika, taksi dan pengangkutan lain yang 

disediakan atau dikclola oleh hotel. 
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3) I-'asilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran 

( fitness centre ) , kolani rcnang, tennis, golf, karaoke, pub, 

diskotik yang disediakan atau dikelola hotel. 

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di 

hotel. 

Subjek pajak adalah orang orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak, adalah pengusaha hotel. 

Dikecualikan dari objek pajak adalah : 

1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat 

tinggal lainnya yang kurang dari 10 { sepuluh ) kamar dan 

penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel. 

2) Asrama dan pesantren 

3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang 

digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran 

4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu 

hotel. 

5) Pelayanan perjalan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan 

dapat dimanfaatkan oleh umum. 

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang 

dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya 

sarana dan prasarana yang dimilik- oleh hotel tersebut dan diharapkan 

pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk 

melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut. 

i 
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Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran 

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang 

disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga 

atau catering. Untuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan 

oleh restoran dengan pembayaran, dimana meliputi : penjualan 

makanan dan air minuman baik yang disertai dengan fasilitas tempat 

menyantap maupun yang tidak disertai dengan fasilitas tempat 

penyantapan, kecuali jasa boga dan catering. Subjek pajak adalah 

orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib 

pajak restoran adalah pengusaha restoran, dikecualikan dari objek 

pajak adalah pelayanan jasa boga dan catering. Dasar pengenaan pajak 

adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. 

Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang 

luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak daerah / pajak atas penyelenggaraan 

hiburan, yang merupakan objek pajak adalah semua yang 

menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusalia hiburan yang 

mempunyai daya cakupan yang luas dapal membayar pajak restoran 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek 

pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame yang meliputi 

reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan dan reklame 

film. 

Pajak Penerangan jalan 

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa 

diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya 

dibayar oleh pemerintah daerah. Untuk objek pajak adalah penggunaan 

tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang 

rekeningnya di bayar oleh Pemerintah Daerah, subjek pajak adalah 

orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak 

peneiangan jalan adalah orang alau badan yang menajdi pelanggan 

listrik dan atau pengguna tenaga listrik. 

Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah : 

1) Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah 

2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh 

Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing, dan Lembaga 

Intemasional dengan timbal ba''k. 

3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan 

Listrik Negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memeriukan 

izin dari Instansi Teknis terkait. 
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4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan 

Daerah. 

Dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai 

berikut: 

1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik 

Negara, bukan untuk industri sebesar 5 % 

2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Lsitrik 

Negara khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak 

bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listriknya ditetapakan sebesar 

30 % 

3) Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari Perusahaan 

Listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 5 % 

f. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

Adalah pajak yaug dipungut atas kegiatan eksploitasi balian galian 

golongan C . maksud eksploitasi, adalah pengambilan dan pengolahan 

bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan di permukiian bumi 

untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya meliputi asbes, batu tulis, balu 

permata, betanit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah Hat, tawas. 

Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

eksploitasi bahan galian golongan C, dasar pengeniian pajak adalah 

nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C . 
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g. Pajak Parkir 

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir 

diluar badan jalan oieh pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan 

garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Subjek pajak 

parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran alas 

tempat parkir. 

Dikecualikan dari objek pajak parkir adalah : 

1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah 

2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara 

asing dan perwakilan lembaga intemasional dengan asas timbal 

balik. 

3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam menelapkan jenis pajak lain dengan mengeluarkan 

Peraturan Daerah ( P E R D A ) , dimana harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi 

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten / Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta 
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hanya niolayanai masyarakal di wilayah daerah Kabupaten / Kota yang 

bersangkutan 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan alau objek 

pajak pusat 

e. Potensi memadai 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat 

h. Menjaga kelestarian lingkungan 

Menurut Mardiasmo ( 2002:1 ) menyatakan bahwa : Pajak adalah 

iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang ( yang 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi ) 

yang lansung dapal ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pajak memiliki unsur - unsur ( Mardiasmo,2002 : 1 ) sebagai berikut: 

a. Iuaran dari rakyat kepada negara 

yang berhak memungut pajak adalah negara, iuaran tersebut berupa 

uang ( bukan barang ) . 

b. Berdasarkan undang - undang 

Pajak dipungut berdasarkan alau dengan ketentuan undang - undang 

serta aturan pelaksanaan. 
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c. Tanpa Jasa limbal balik alau konlrapreslasi dari negara yang langsung 

dapat dilunjuk. Dalam pembayariin pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerinlah. 

d. Digunakan unlak membiayai rumah tangga negara, yakini pengeluaran 

yang bermanfaat untuk masyarakat luas. 

Subjek dan Objek Pajak Daerah 

Menurut Ahmad Tjahjono dan M. Fakhri Husein {2000 : 119) 

menyatakan bahwa : 

a. Subjek pajak orang pribadi adalah meliputi wajib pajak yang bertempat 

tinggal di dalam negeri ataupun yang bertempat tinggal di luar negeri, 

yang memperolah penghasilan dari indonesia. 

b. Subjek pajak warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan menggatikan 

yang berhak. 

c. Subjek pajak badan yaitu : P T , C V , B U M N , Persekutuan, Firma, 

Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usahan tetap ( B U T ) . 

Menurut undang - undang R l No. 34 Tahun 2000 pasal 1 angka 8 

disebutkan yang menjadi subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau 

badan yang dikenakan pajak. 

Kemudian yang menjadi wajib pajak daerah yaitu diatur dalam 

pasal 1 angka 9 yang berbunyi: 

" Wajib pajak adalali orang pribadi atau badang yang menurut 

ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah diwajibkan 
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untuik melakukan pembayaran pajak yang terulang termasuk pemungutan 

atau pemotong pajak tertentu 

Unsur - Unsur Pajak Daerah 

Unsur - unsur Pajak Daerah menurut Undang - Undang No. 34 

Tahun 2000 yang dipaparkan oleh Abdul Halim ( 2004 : 67 ) menjelaskan 

bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak propinsi dan 

pajak kabupaten / kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang 

berbunyi : 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air 

Adalah pajak atas kcpemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor dan kendaraan di alas air. 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air 

Adahili pajak atas penyerahan liak milik kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua hak atau -

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual bcli, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Beromotor 

Adalah pajak atas bahan bakar yang sediakan atau dianggap 

digunakan untuk kendaraan bermotor, teimasuk bahan bakar yang 

digunakan. 

4) Pajak Pengambilan dan pemanfaat air bawali tanah atau 

Permukaan. 
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Adalah pajak atas pengambilan dan pcmanfaatan air bawah lanah 

dan atau air permukaan untuk digunakan untuk orang pribadi atau 

badan, kecuali uniuk kcperluan dasar rumah tangga. 

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan. 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Parkir 

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan dimaksud dengan 

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan 

Perundang - Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang temtang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

5. Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo ( 2000:2 ) menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi Budgeter 

Fungs; ini terletak dan lazim dilakukan pada sector publik dan pajak 

merupakan suatu alat yang dpaat dipergunakan untuk memasukan uang 

scbanyak - banyaknya kedalam kas negara / daerah sesuai dengan 



waklunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan 

pembangunan pemerinlah pusat / daerah. 

b. Fungsi mengatur (regurelcnd) 

Merupakan fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat / daerah 

untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan 

negara / daerah, konsep ini paling sering digunakim pada sektor 

swasta. 

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut di atas. dapat 

dipahami alau dimengerli bahwa fungsi hudgeler pajak dikaitan dengan 

anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas 

negara / daerah sebanyak - banyaknya dalam rangka membiayai 

pengeluaran rutin dan pemerintah pusat / daerah. 

Pendapatan \ s l i Daerah 

Berdasarkan Undang - Undang No. 32 l ahun 2004 Bab I Fasal I 

inenyulakan yang dimaksud Pendapalan Asli Daerah ( I*A!) ) adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daertili sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan. 

Berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 1999. Unsur -

Unsur Pendaplan Daerah terdiri dari : 

a. Pajak Daerah 

1) Pajak i iolcl dan Restoran 

2) Pajak hiburan 



25 

3) Pajak reklame 

4) Pajak penerangan jalan 

5) Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C 

6) Pajak Pcmanfaatan Ai r Bawah Tanah dan Ai r Permukaan 

b. Retribusi Daerah 

Dalam Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis restribusi 

daerah pada pasal 18 objek restribusi daerah dibagi atas tiga golongan. 

1) Restribusi Jasa Umum 

Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanftiatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan. 

a) Restribusi jasa umum bers'fat bukan pajak dan bersifat bukan 

restribusi jasa usaha atau restribusi perizinan tertentu. 

b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka pelaksanaan disentralisasi. 

c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus untuk orang pribadi 

atau badan yang diharuskan membayar restribusi, disamping 

untuk melayani kepentingan dan manfaat umum. 

d) Jasa tersebut layak dikenakan restribusi. 

e) Restribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 

mengenai peyelenggaraan. 
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0 Restribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

potensial. 

g) Pemungutan restribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik. 

2) Restribusi Jasa Usaha 

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah 

dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oieh sektor swasta. 

a) Restribusi jasa usaha bukiin pajak dan bersifat bukan restnbusi 

jasa umum atau restribusi perizinan tertentu. 

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil yang 

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum 

memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan dikuasai 

daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah 

daerah. 

3) Restribusi Perizinan Daerah 

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribasi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 
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a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka azas disentralisasi. 

b) Perizinan tersebut benar - benar dipei lukan untuk melindungi 

kepentingan umum. 

c) Biaya yang menjadi beban daerah dahmi penyelenggaraan izin 

tersebut dan biaya yang menanggulangi dampak negatif dan 

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai 

dari restribusi perizinan. 

Bagian Laba Usaha Daerah 

- Bank Pembangunan Daerah 

Penerimaan Lain - Lain 

1) Pajak Bumi dan Bangunan 

2) Bea perolahan hak atas tanah dan bangunan 

3) Pajak penghasilan Pasal 21 

4) Pajak kendaraan bermotor 

5) Bea balik nama kendtuaan bermotor 

6) Pajak biihan galian golongan C 



BAB I I I 

M E T O D E P E N E L I T I A N 

A. Jciiis Penelitian 

Jenis pcnelitian menurut Sugiyono ( 2003 : 5 ) adalah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian berdasarkan metode adalah ; survey, ex post facto, 

experiment, naturalistic, policy research, evaiuasi dan sejarah. 

2. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi adalah : deskriptif. 

komparalif dan asosiatif. 

3. Jenis pcnelitian berdasarkan analisis dan jenis data adalah : kuantitatif, 

kualitatif dan gabungan. 

Pada penelitian ini Jenis peneltian yang digunakan berdasarkan tingkat 

eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang 

bersifat menjelaskan ( Sugiyono, 2003 : 11 ). 

B. Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur -

K m . 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telp. ( 0711 ) 7082262 - Indralaya. 

C . Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi veiriabel adalah suatu defenisi yang diberikan pada 

suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
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Tabel U I . l 
Operasional Variabel 

Varibel Definisi Indikator 
Upaya - upaya 
meningkatkan 
Pajak Daerah 

Kebijakan - kebijakan yang 
dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Kabupaten Ogan 
Ilir guna meningkatkan 
penerimaan Pajak Daerah 

- Merumuskan kebijakan teknis 
tenlang pajak daerah 

- Mernyelenggarakan pendataan/ 
pendaftaran serta pemungutan 
/penagihan. 

- Penetapan besarnya pajak 
- Melaksanakan evaiuasi. 

Pendapatan 
Asli Daerah 

pendapatan yang didapat dari 
hasil usaha yang ada didaerah 
dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah 

- Realisasi PAD 
- Kontribusi Pajak Daerah 

D. Data yang Diperlukan 

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo ( 2002 : 146 ) menyatakan data 

yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Yaitu sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media peranlara). 

2. Data Sekunder 

Yaitu merupakan sumber data pcnelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicalat oleh pihak 

lain). 

Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalali data sekunder 

berupa; 

1. Sejarah Singkat Dispenda Kabupaten Ogan il ir 

2. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas 
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3. Data Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005 - 2005 

4. Data Pendapatan Asl i Daerah Tahun 2005 - 2007 

E . Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Nanlin Al ih Bahasa W. Gulo { 2002 : 122-124 ) menyatakan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengamatan (observasi) 

Yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi 

sebagaimtma yang mereka saksikan 

2. Survei 

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen 

pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel. 

3. Wawancara 

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. 

Yaitu 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti - bukti dan keterangan -

kelerangan. 

5. Kuesioner (angket) 

Yaitu melalui media, atau daftar pertanyaan yang dikirim secara langsung 

pada responden. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan cara 

wawancara. Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihal yang 

berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang 
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dibutuhkan dalam pcnelitian ini. sedangkan dokumentasi mengenai target dan 

realisasi penerimaan pajak daerah serta jumlah Pendapatan Asli Daerah 

( P A D ) . 

Analisis Data dan Teknik Analisis 

1. Analisis Data 

Analisis data menurut ( Soeratno dan Lincolin, 2003 : 126 ) terdiri 

dari : 

a. Analisis Kualitatif 

Adalah analisis yang dilakukan j ika data yang dikumpulkan hanya 

sedikit. bersifat monografis atau berwujud kasus - kasus sehingga 

tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasillkatoris. 

h. Analisis Kuantitatif 

Adalah analisis yang dilakukan j ika data yang dikumpulkan berjumlah 

besar dan mudah diklasifikasikan dalam kategori. 

Analisis data yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah analisis • 

kualitalif. 

2. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu 

dengan menjelaskan keadaan objek yang diteliti dan membandingkan teori 

dengan kenyalaan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

mengenai upaya-upaya yang dilakukiin untuk meningkatkan kontibusi 

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerali. 



B A B IV 

H A S I L P E N E L I T I A N DAN P E M B A H A S A N 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 

Dinas IVruiapalan Daerali Kabupaten Ogan Hit teihenliik 

berdasarkan i'eratucan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan. Kedudukan, l ugas l*okok / [-uiigsi dan struktur Organisasi 

Dinas Daerah. Seiring dengan peraturan tersebut di atas dibentuk susunan 

oigunisasi dan lata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ugan Ilir. 

Dinas Pendapalan Daerah Kabupalcn Ogan Ilir merupakan 

salah satu unsur pelaksana pemerinlah kabupaten di bidang 

pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah serta peraturan 

perundang - undangan yang berlaku yang dipinipin oleh kepala dinas yang 

berada di b iwah dan bertanggung jawab kepada bupati. I'ugas pokok 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan keuangan 

otonomi kabupalcn dalam rangka pelaksanaan tugas disentralisasi di 

bidang pendapalan daerah yang menjadi langgung jawabnya meliputi 

perencanan pendapatan. pemungutan dan penyeloran pajak daerah dan 

retribusi daerah serta pendapalan lain. 
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Struktur Organisasi 

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah. 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai susunan organisasi 

serta uraian tugas dan fungsi dari masing -- masing unit yang ada, 

sebaiknya diketaliui leriebih dahulu mengenai kedudukan. tugas pokok 

dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah secara umum. 

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerinlah 

dibidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Ogan Ilir ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada liupati melalui Sekrelaris Daerah. 

i)inas Pendapatan Daerah mempunyai tuga.s melaksanakan 

kewenangan descntralisasi dan tugas dekonslrasi dibidang pendapatan 

daerali. 1 )alam melaksanakan liiga.snya Icr.sebiil dinas pendapalan 

daerah nieinpunyai fungsi sebagai berikut : 

1} Melakukan perumusan masalah tcknis. pemberian bimbingan dan 

pembinaan. koordinasi teknis dan tugas - tugas lainnya yang 

diserahkan oieh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku. 

2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan 

wajib pajak retribusi daerah. 

3) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah. 
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4) MciakuKun pembukuan dan peiaporan alas pemungulan dan 

penyeloran pajak daerah. retribusi daerah scrla pendapatan asli 

daerah lainnya. 

5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan 

peiiangguhan pajak daerah. retribusi daerah dan pendapatan asli 

daerah lainnya yang dilimpahkan oleh mcnteri keuangan kepada 

kepala daerah. 

6) Melakukan tugas perencanaan dan pcngendalian operasional 

dihidang pendapatan, penetapan. penagihan pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapalan asli daerah. 

7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah 

dan pendapatan daerah lainnya. 

8) Melakukan urusan la'a usaha. 

Susunan Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Ogan Ilir ditetapkan dalam keputusan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir No. 06 Tahun 2005 tentang pembcntukan 

kedudukan, tugas pokok. fungsi dan struklur organisasi dinas daerah. 

susunan organisasi diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai 

tugas dan wcwenang dari setiap unit. 
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Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ogan Uir terdiri dari : 

1. Kepala dinas 

2. Wakil kepala dinas 

3. Bagian lata usaha, membawahi : 

a. Sub bagian umum 

b. Sub bagian kepegawaian 

c. Sub bagian keuangan 

4. Sub dinas penagihan. membawahi ; 

a. Seksi pembukuan dan verifikasi 

b. Seksi penagihan dan perhitungan 

c. Seksi retribusi dan pemindah pembukuan 

u. Scksi pertimbangan dan keberatan 

5. Sub dinas penerimaan dan pendataan lain - lain, membawahi : 

a. Seksi penerimaan pajak 

b. Seksi penerimaan retribusi 

c. Seksi penerimaan pendapatan lain - lain 

d. Seksi Icgalisasi dan pembukuan sural berharga 

6. Sub dinas bagi hasii pendapalan 

a. Seksi bagi hasil pajak 

b. Seksi bagi hasil bukan pajak 

c. Seksi peraturan perundang - undangan dan pengkajian 

pendapatan 
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7. Kelompok jabalan fungsional 

8. Sub dinas program, membawahi ; 

a. Seksi penyusunan program dan penyuluhan 

b. Seksi pemantauan dan pcngendalian 

c. Seksi pengembangan pendapatan 

d. Seksi evaiuasi dan pelaporan 

9. Sub dinas pendataan penetapan, membawahi : 

a. Seksi pendataan dan pendaftaran 

b. Seksi pengolahan data informasi 

c. Seksi penetapiin 

d. Seksi pemeriksaan 

Susunan organisasi diatas akan tampak lebih jclas apabila 

diterangkan dalam bagan organisasi, sehingga akan memberikan 

pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan. 

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat dari gambar I V . 1 



Kepala dinas 

Wakil Kepala dinas 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Sub din urogram 

Seksi penyusunan 
program&penyuluhan 

Seksi pemantauan 
dan pcngendalian 

Seksi pengembangan 
pendapat 

Seksi evaiuasi dan 
pelaporan 

Subdin p 
dan pe 

endapatan 
netapan 

Subdin pendapatan 
dan penetapan 

Seksi pengolahan 
data & informasi 

Seksi penetapan 

Seksi pertimbangan 

Sumber: D I S P E N D A , 2008 
Cabangdinas 

Sub Bag 
Umum 

Subdin 
penagihan 

Seksi 
pembukuan 

Seksi 
penagihan 

Seksi restribusi 

Seksi 
pertimbangan 

Bagian Tata Usaha 

Sub Bag 
Kepegawaian 

Subdin penerimaan 
lain lain 

Seksi per 
paj 

lerimaan 
ak 

Seksi penerimaan 
restribus 

Seksi pe 
pendap 

nerimaan 
tan lain 

Seksi legalisasi 
& surat nerharga 

Sub Bag 
Keuangan 

Subdin Bagi Hasil 
pendapatan 

Subdin b 
penda 

agi hasil 
patan 

Seksi bagi 
hasil pajak 

Sseksi 
buka 

aagi hasil 
n pajak 

Seksi peraturan per 
U U dan pengkaj ian 

pendapatan 
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c. Tugas dan Fungsi 

Sctelah melihat susunan organisasi dari Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Ogan Ilir secara garis besar tugas dan fungsi 

masing - masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupalcn Ogan Ilir adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas 

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan 

tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai 

fungsi : 

a) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

meiencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah 

penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja. 

b) Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah. 

c) Pelaksanaan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan 

kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan 

keuangan. 

d) Pengkoordinasian, yang meliputi segala gerak yang 

berhubungan dengan pcningkatan pendapatan daerah. 

e) Pengawasan yang meliputi segala us;iha dan kegiatan untuk 

melaksanakan pengamanan tcknis atau pelaksanaan yang 

ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang -

undangan yang berlaku. 
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f) Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas. 

2) Waki l Kepala Dinas 

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan 

kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang 

pendapatan daerah, mempunyai fungsi: 

a) Pengawasan kedalam 

b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepaia dinas tidak ada 

di tempat 

c) Penandatangan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala 

dinas. 

d) Penandatangan administrasi bidang kepagawaian, keuangan 

dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas. 

3) Bagian Ketata Usahaan 

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian 

urusan perlengkapan dan urusan umum. 

Mempunyai fungsi ; 

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan 

d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat 

kearsipan dan pengadaan. 
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Bagian taia usaha terdiri atas : 

(1) Sub bagian umum 

Mempunyai tugas mengurus sural menyurat kearsipan dan 

rumah tangga. 

(2) Sub bagian kepegawaian 

Mempunyai lugas menyiapkan bahan penyusunan rencana 

kebuluhaji. pengembangan dan mulasi pegawai serta 

mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian. 

(3) Sub bagian keuangan 

Mempunyai lugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran 

belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat 

pertanggung jawaban dari laporan keuangan. 

4) Sub Dinas Program 

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program 

dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan 

pcngendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan 

evaiuasi dan peiaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas 

pendapatan daerah. 

Mempunyai fungsi : 

a) Menyusun rencana dan program kerja 

b) Pemantauan d<in pengendalian pelaksanaan pemungutan 

pendapalan daerah. 

c) Pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah ' 
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d) Pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan 

Sub dinas program terdiri atas : 

(1) Seksi program dan penyuluhan 

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan 

program kegiattm rutin dan pembangunan. 

(2) Seksi pemantauan dan pengendalian 

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan 

pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan 

pendapatan daerah. 

(3) Seksi pengembangan pendapatan 

Mempunyai tugas melakukan pcnelitian. pengkajian dan 

pengembangan icrhadap pengembangan daerah dan potensi 

pendapatan daerah 

(4) Seksi evaiuasi dan pelaporan 

Mempunyai tugas melaksanakan evaiuasi mengenai 

pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber 

penerimaan daerah lainnya. 

5) Sub dinas pendataan dan penetapan 

Melaksanakan tugas pelaksanaiui pendapatan dan pendaftaran, 

mengelola data dan informasi penetapan dan pemeriksaan. 

Mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan 

retribusi daerah. 
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b) Melakukan pengelolaan data dan informasi 

c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib 

pajak. 

d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak 

dan retribusi daerah. 

Sub dinas pendataan dan pendaftaran terdiri dari : 

(1) Scksi pendataan dan pendaftaran 

Mempunyai lugas pendataan wajib pajak dan restribusi 

daerah menelapkan Nomor Pokok Wajib Pajak ( N P W P ) 

serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan pengawasan 

objek dan subjek pajak. 

(2) Seksi pengelolaan data dan informasi 

Mempunyai lugas melakukan pengelolaan data yang 

meliputi subjek pajak dan objek pajak, data pelaksanaan 

kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerrih serta 

pemungutan daerah lainnya. 

(3) Seksi penetapan 

Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, 

penerbitan sural ketetapan pajak dan menyiapkan daftar 

penetapan pajak. 
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(4) Scksi pemeriksaan 

Mempunyai lugas melakukan pemeriksaan penyelidikan 

serta penetapan dan pengawasan subjek dan objck pajak 

dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi / lapangan. 

6) Sub dinas penagihan 

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, 

penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan bukuan, 

pertimbangan dan kerabatan. 

Mempunyai fungsi : 

a) Melakukan pembukuan rnengenai penetapan, penerimaan dan 

pemungutan / pembayaran / penyeloran pajak dan retribusi 

daerah. 

b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan 

penerbitan surat keterangan fisik. 

c) Pembukuan piulang pendapatan daerah 

d) Retribusi, peniindali bukuan dan rekonsiliasi 

e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan 

pemungutan daerah lainnya. 

0 Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan 

pemungutan daerah lainnya. 



Sub dinas penagihan lerdiri atas : 

(1) Scksi pembukuan dan verifikasi 

Mempunyai lugas melakukan peneatalan surat penetapan 

pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan 

penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan 

pajak / retribusi daerah. 

(2) Seksi penagihan dan perhitungan 

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan 

retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai 

dengan ketetapan yang berlaku. 

(3) Seksi retribusi dan pemindahan bukuan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan 

pemindahan bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah. 

(4) Scksi pertimbangan dan keberatan 

Mempunyai tugas penetapan peraturan perundang -

undangan, memberikan saran serta pertimbangan untuk 

penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap 

penetapan pajak dan retribusi daerah. 

7) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain - Iain 

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan 

pajak, retribusi dan penerimaan lain - lain, penerimaan B U M N dan 

pendapalan Iain - lain, serta legalisasi pembukuan surat - sural 

berharga. 
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Mempunyai fungsi : 

a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak retribusi dan 

penerimaan lain - lain 

b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber - sumber 

penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah. 

c) Melakukan pencatatan penerimaan B U M N dan pendapatan 

lain - lainnya 

d) Melaksanakan legalisasi / pcngesahati atas surat ketetapan 

pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan 

pembukuan surat - surat berharga. 

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain - lain terdiri dari : 

(1) Seksi penerimaan pajak 

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan 

penerimaan pajak. 

(2) Seksi penerimaan retribusi 

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan 

penerimaan restribusi 

(3) Seksi penerimaan lain - lain 

Mempunyai tugas melak.sanakan pemberian pengesahan 

atas surat - surat ketetapan pajak dan restribusi daerah 

serta menerima dan mencatat permohonan serta 

pendistribusian surat - surat berharga kepada unit kerja 

yang bersangkutan. 
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Sub dinas bagi hasil pendapatan 

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil 

pendapatan pajak dan non pajak. bagi hasii pajak, bagi bukan hasil 

pajak dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta 

melakukan pengkajian pendapalan. 

Mempunyai fungsi : 

a) Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non 

pajak 

b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak 

c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak 

d) Melakukan penyusutan peraturan perundang - undangan dan 

pengkajian pendapatan. 

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri dari : 

(1) Seksi bagi hasil pajak 

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan 

perhitungan bagi hasil pajak 

(2) Seksi bagi hasil bukan pajak 

Melakukan lugas administra.'^i dan perhitungan bagi hasil 

bukan pajak 

(3 ) Seksi peraturan perundang - undangan dan pengkajian 

pendapatan 

Mempunyai tuga.s mengumpulkan bahan dan menyusun 

peraturan perundang - undangan dibidang pendapatan 
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daerah dan menghimpun berbagai peraturan serta 

melakukan pengkajian pcningkatan pendapatan. 

9) Cabang dinas 

Mempunyai fungsi : 

a) Melaksanakan unsur teknis operasional 

b) Melaksanakan unsur administrasi 

10) Unit pelaksanaan teknis dinas 

Mempunyai lugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau 

bebcrapa wilayah kecamatan dalam satu daerah. 

Mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya 

b) Pelaksanaan urusan administrasi 

11) Kelompok jabatan fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan 

keahlian masing - masing. 
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3. Perda yang Berhubungan Dengan Pajak Daerah 

Untuk meningkatkan pendapatan daerah disektor pajak daerah, 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan perumusan kebijakan 

Peraturan Daerah ( P E R D A ) tentang pajak daerah. 

Berikut ini merupakan Peraturan Daerah ( P E R D A ) yang berlaku 

di Kabupaten Ogan I l i r : 

a. Pcraluran Daerah ( PF,RDA ) Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pajak 

Hotel. 

b. Peraturan Daerali ( P E R D A ) Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak 

Restoran 

c. Peraturan Daerah { P l -RDA ) Nomor 04 Tahun 2005 lentang Pajak 

Hiburan. 

d. Peraturan Daerah ( P E R D A ) Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak 

Reklame. 

e. Peraturan Daerah ( P E R D A ) Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pajak 

Penerangan Jalan. 

f. Peraturan Daerah ( P E R D A ) Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pajak 

Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C. 

4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Tabel IV.1 berikut merupakan target dan realisasi penerimaan 

Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Uir untuk Tahun 2005 sampai dengan 

Tahun 2007. 
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Tabel I V . l 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Pemerintah Kabupaten Ogan Uir 

Tahun 2005 s/d Tahun 2007 

Tahun Target Realisasi 

2005 1.885.300.000 1.645.626.667 

2006 3.230.000.000 2.646.229.913 

2007 3.230.000.000 2.605.328.114 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2008 

Berdasarkan tabel di alas, dapat dilihat bahwa perkembangan 

target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Ilir , dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2007 belum mencapai target penerimaan daerah atas pajak daerah 

yang telah ditetapkan oleh PemerintL.i Kabupaten Ogan Ilir, sehingga 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada pcningkatan 

penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah ( P A D ) di Kabupaten Ogan ilir 

5. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Tabel IV.2 berikut merupakan target dan realisasi penerimaan 

Pendapatan Asl i Daerah di Kabupaten Ogan Ilir untuk l aliun 2005 sampai 

dengan Tahun 2007. 
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TabelIV.2 
I'arget dan Ralisasi Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2005 -2007 

Tahun Target Penerimaan PAD Realisasi Penerimaan PAD 

2005 4.242.140.000 3.337.043.170 

2006 

2007 

13.579.160.000 

17.500.010.000 

11.668.845.117 

16.072.785.045 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2007 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan 

target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah 

Kabupalcn Ogan Ilir. dapal dilihat bahwa pcnciimaan ptijak tiari lalum 

2005 sampai dengan tahun 2007 heluin mencapai target penerimaan 

daerah yang leltih ditelapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogtm Ilir. 

B. Pembahasan Hasil Pcnelitian 

i*ajak daerah merupakan salah satu unsur penerimaan daerah \ang 

diharapkan dapal memberikan kontribusi terhadap Pendapalan Asli Daerah 

( P . \ D ) .selain dari penerimaan Retribusi Daerah, Laba B U M D serta 

Pendapatan lain yang Sah. Untuk meningkatkan kontibusi Pajak Daerah 

lerhadap Penerimaan Pendapalan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 

Pemerinlah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Dinas Pondaiiatan Daerah Kabupaten 

Ogan Ilir melakukan upaya sebagai berikut : 



1. Mcnttapkan Feruiiiusan Kebijakan Tcknis Tentang Fajak Daerah 

Untuk meningkatkan pendapatan daerah disektor pajak daerah, 

Pemerintah Kabupaten Ogan ilir melaksanakan perumusan kebijakan 

teknis tentang pajak daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah ( 

P l i R D A ) yang mengatur lentang pajak daerah.. 

Berikut ini merupakan Peraturan Daerah ( P E R D A ) yang berlaku 

di Kabupaten Ogan I l i r : 

a. Peraturan Daerah ( P E R D A ) Nomor 02 Tahun 2006 Tentang 
Pajak Hotel. 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan 

hotel 

(2) Objek Pajak Hotel berupa pelayanan yang disediakan hotel dengan 

pembayaran. 

(3) Objek Pajak Hotel yang disebut pada ayat (2) meliputi : 

(a) Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek antara lain hotel, 

gubuk pariwisata (cottage), motel, wiswa pariwisata, 

pesanggrahan, losmen dan rumah untuk penginapan lermasuk 

rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang 

menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. 

(b) Pelayanan penunjang antara lain teiepon, faximile, telex, 

fotocopi, pelayanan cuci setrika dan pengangkutan lain yang 

disediakan atau dikelola hotel 



52 

(c) Jasa sewa kegiatan, acara atau pertemuiin di hotel. 

Pasal 3 

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada hotel dalam wilayah Kabupaten Ogan Uir 

(2) Wajib Pajak adalah pengusaha hold 

Pasal 6 

Tarifpajak ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ) 

b. Peraturan Daerah ( P E R D A ) Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak 
Restoran 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak F^esloian dipungut atas pembayaran makanan 

dan minuman 

(2) Objek Pajak Restoran berupa pelayanan yang disediakan restoran 

atau rumah makan dengan pembayanm. 

(3) Tidak termasuk sebagai ohjek pajak restoran sebagauniana dimaksud 

dalam ayat (2) adalah; 

(a) Pelayanan Usaha Jasa Boga atau katering 

(b) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang 

peredaran tidak tndebihi batas tertentu yang ditetapkan peraturan 

dacrait. 

Pasal 3 

(1) Subjek Pajak adalah orang seorang alau badan yang melakukan 

pembayaran kepada kepada dalam wilayah Kabupaten Ogan Uir 
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(2) Wajib Pajak adalah pengusaha restoran 

Pasal 5 

Tar i f pajak ditetapkan sebesar 10 % { sepuluh persen ) 

c. Peraturan Daerah ( P E R D A ) Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak 
Hiburan. 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak pada setiap 

penyelenggaraan hiburan 

(2) Objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran yiing meliputi antara lain : 

(a) Pertunjukkan film/bioskop, layar tancap dan sejenisnya 

(b) Periunjukkan kesenian dan sejenisnya 

(c) Pagelaran gerak dan tari 

(d) Diskolik 

(e) Pcrmainan 

(0 Karaoke 

(g) Pertandingan olah raga 

(h) Cafe 

(3) l idak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan 

yang tidak dipungut bayaran 
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PasalJ 

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi alau badan yang menonlon, 

menggunakan, memainkan dan menikmati sarana hiburan yang 

disediakan 

(2) Wajib pajak adalah orang ribadi atau badan yang menyelenggarakan 

hiburan 

Pasal 5 

(1) Besarnya tarifpajak untuk jenis hiburan ditelapkan sebagai berikut : 

(a) Golongan A sebesar 25%. lerdiri dari panti pijat, diskolik, bar. 

pub, bilyard. 

(b) Golongan B sebesar 15%. terdiri dari pagelaran musik. konles, 

karaoke, video games, mandi uap (sauna), panggung Icrtutup, 

dunia fantasi, pcrmainan kelangkasan. 

(c) Golongan C sebesar 10%, terdiri dari pertandingan olah raga. 

pasar malam, sirkus. video ka.sel play station, kolam 

pemancingan. jet ski. gokart, panggung terbuka, pasar 

seni/pameran. 

(d) Golongan D sebesar 5%, terdiri dari hiburan kesenian tradisional, 

drama, puisi, golf, bowling. 

(2) Besarnya pajak teutang dihilung dengan cara mengalikan tarif pajak 

sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat ( i j dengan dasar pengenaan 

sebagaimana dimaksud. 



55 

Peraturan Daerah ( P E R D A ) Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak 
Reklame. 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak alas setiap 

penyelenggaraan reklame 

(2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame 

meliputi : 

(a) Reklame papan/billborad/seng/megairon 

(b) Reklame melekat/sliker 

(c) Reklame selebaran 

(d) Reklame berjalan 

(ei Reklame udara 

(f) Reklame suara 

(g) Reklame pcragaan 

(h) Reklame film/slide 

(i) Reklame bersinar 

(j) Reklame dindiiig 

Pasal4 

(1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau memesan reklame dalam wilayah kabupaten. 

(2) Wajib pajak reklame adalah pribadi alau badan yang 

menycicnggaraktui reklame yang dibebani kewajiban untuk 

mclaukan pembayaran pajak terutang 
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Pasal 6 

l^ajak dilclapkan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) 

Peraturan Daerah ( P E R D A ) Numor 07 l ahun 2006 l entang Pajak 
Penerangan Jalan. 

Pasal 2 

{1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut atas setiap 

penggunaan tenaga listrik 

(2) Objek pajak berupa setiap penggunaan listrik di wilayah daerah yang 

tersedia penerangan jalan, baik tenaga listrik yang berasal dar i P L N 

alau non PLN 

Pasal 4 

Objek pajak udaUih orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga 

listrik baik tenaga listrik yang berasal dari P L N atau non P L N yang 

dibebani kewajiban untuk membayar pajak. 

Pasal e 

( ] ) Tarifpajak yang ditetapkan adalah : 

(a) Pent,gunaan tenaga listrik yang berasal dari P L N bukan industri, 

sebesar 5% dari rupiah tertagih 

(b) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari P L N untuk industri, 

sebesar 3% dari rupiah tertagih 

(c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan P L N dengan 

kapasitas 200 K V A atau lebib bukan untuk industri, sebesar 7% 

dari rupiah tertagih 
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(d) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan P L N dengan 

kapasitas 200 K V A atau lebih untuk industri, sebesar 3% dari 

rupiah tertagih 

(2) Tar i f pajak untuk penggunaan lsitrik non P L N ditetapkan 

berdasarkan kapasitas atau K W h yang dipakai. 

f. Peraturan Daerah ( P E R D A ) Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C . 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Rahan Galian 

Golinigan G dipungut atas Bahan (iaiian (iolongan G 

(2) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan dan penge'olaan Bahan 

Galian Golongan G 

(3) Bahan Galian Golongan G sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2) meliputi : nilral, pospat, garani batu, asbes, talk. mika. 

magnesit, garfit. yarosif. Lcusit, tawas, oker. batu permata, batu 

selengah permata. pasir kuarsa, pasir untuk bahan bangunan, pasir 

urug, benlonil. ziolit. feldsfard, kaolin, gips. batu apung. tras, 

obsidian, perlit, tanah diatonica, marmer, tanah scrap, balu lulis. balu 

kapur, dolomite, kalsit, batu koral. balu krikil , batu granit, balu 

andesit. balu besait, Irasil dan lanah liat. 
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Pasal 3 

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi alau badan yang melakukan 

kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C 

(2) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan 

pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C 

Pasal 4 

Besarnya larif pajak ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dari 

nilai jual. 

Menyelenggarakan Pendataan / Pendaftaran dan pemungutan / 
Penagihan 

Untuk mendapatkan data wajib pajak ( Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan 

Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C ), 

dilaksanakan pendataan/pen daftar an terhadap wajib pajak baik yang 

berdomisili di dalam atau di sluar wilayah daerah kabupaten. Langkah -

langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Ogan 

Uir dalam rangka pendaftaran dan pendataan wajib pajak adalah sebagai 

berikut : Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Ogan Uir menerbitkati 

Sural Pemberitahuan Pajak Daerah ( S P T P D ) yang digunakan oleh wajib 

pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaian pajak. S P T P D diisi 

oleh wajib pajak dengan jelas. benar dan Icngkap serta ditanda tangani 

oleh wajib pajak atau kuasanya, selanjutnya dicalat dalam Daftar Induk 
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wajib Pajak berdasarkan nomor unit, yang digunakan sebagai pembuatan 

Nomor Induk wajib Pajak ( NPWP ). Jangka waklu yang diberikan adalah 

selambat - lambatnya 15 hari sctelah S P T P D diterima. Apabila Sural 

Pemberitahuan Pajak Daerah { S P T P D ) tidak disampaikan kembali atau 

tidak dipenuhi sama sekali diberikan tcguran secara tertulis, pengenaan 

pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa 

kenaikan scbcsiir 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak 

terhulang. 

Selanjutnya sctelah dilakukan pendataan/pendaTtaran wajib pajak 

maka langkah selanjutnya dilakukan pemungutan/penagihan pajak daerah 

sebagai berikut: 

Prosedur atau lata eara pemungutan/penagihan pajak daerah ( Pajak 

Hotel. Pajak Restoran. i*ajak Hiburan. Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Cialian Golongan G ) 

pada Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Ogan liir dimulai dengan 

Penerbitan Surat teguran atau sural peringatan lainnya yang sejenis sebagai 

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 ( tujuh ) 

hari sejak jaluh tempo pembayaran apabila dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) 

hari sctelah diterbitkannya surat teguran alau surat lainnya yang sejenis 

wajib pajak harus mclunasi pajak yang terhulang, selanjutnya apabila 

jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran alau sural peringatan lain 

yang sejenis, jumlah pajak yang harus ditagih dengan sural paksa. Surat 
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paksa diterbitkan oleh Kepala Dintis Pendapatan Daerah setelah iewal 21 

( dua puluh salu ) hari scjak peringatan atau surat lain sejenis, Apabila 

pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dari 

tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

segera mencrbilkap Surat Perinlah Penyitaan. 

Proses pendataan/ pendaftaran wajib pajak daerah ( Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan 

dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C ) yang 

dilakukan oieh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sering kali 

mengalami hambalan karena kurangnya kesadaran masyarakal (wajib 

pajak) akan penlingya membayar pajak. 

Dalam menyikapi fenomena tersebut pemerintah Kabupalcn Ogan 

Ilir sebaiknya memperhatikan betul proses pendataan/pendaftaran wajib 

pajak daerah ( Pajak Hotel. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan 

Bahan Galian Golongan C ), yaitu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus 

melakukan pendataan terhadap semua wajib pajak yang ada dengan cara 

inendatangi mendalangi langsung calon wajib pajak mengingat pemerinlah 

melayani rakvat bukan rakyat yang melayani pemerintah dan memberikan 

sanksi untuk yang tidak mendaflarkan diri sebagai wajib pajak di Dinas 

Pendapalan Daerah Kota Palembang, karena semakin banyaknya wajib 

pajak yang terdata jelas akan semakin besar penerimaan pajak daerah yang 

akan di dapat oleh pemerintah kabupaten Ogan Ilir. 
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Melaksanakan Penetapan Besarnya Pajak 

Tata cara penetapan Pajak ( Pajak Hotel, Pajak Restoran. Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak i*engambilan 

dan Pengelolaan Bahan Cialian Golongan C ) dimulai dengan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pajak Daciah ( S P T P D ) pejabat menetapkan besarnya pajak dengan 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah ( S K P D ), apabila Sural 

Ketetapan Pajak Daerah ( S K P D ) tidak atau kurang bayar setelah lewat 

waktu paling lama 30 ( tiga puluh } sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah 

( S K P D ) diterima, karena sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % 

( dua persen ) sebulan di lagih dengan menerbitkan Sural Tagihan Pajak 

Daerah ( S T P D ) . 

Wajib Pajak yang membayar sendiri, Surat Tagihan Pajak Daerah 

( S'TPD ) digunakan untuk menghitung, memperhilungkan dan 

menelapkan pajak sendiri yang terhulang, dalam jangka waktu 5 { lima } 

taliun sesudah saal terulangnya pajak. Bupati dapal menerbitkan : Surat 

Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar ( S K P D K B ) , Surat Kelerangan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Terhulang ( S K P D K B T ), Sural Ketetapan 

Pajak Daerali Nihil ( S K P D N ). Sural Kelerangan Pajtik Daerah Kiirjing 

Bayar ( S K P D K B ) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan Iain pajak yang terulang tidak alau kurang bayar, dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebelum 

dihilung dari pajak yang kurang alau terlambat diljayar untuk jangka 
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vvaklu paling lama 24 ( dua puluh cmpal } bulan icrhilung scjak saal 

tcrhutangnya pajak, Sural Kelerangan I'ajak Daerah Kurang Bayar 

Terhulang ( S K l ' D K B T } diterbitkan apabila ditemukan data baru alau 

data senuila belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 

pajak yang terhulang, akan dikenakan stmksi administrasi berupa kenaikan 

sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

Sural Kelerangan Pajak Daerah Nihil ( S K P D N ) diterbitkan apabila 

jumlah ketetapan pajak yang terhulang sama besarnya dengan jumlah 

kredil pajak lidak terulang dan lidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban 

membayar pajak terutama dalam Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang 

Bayar { S K P D K B ) tidak scpenuhnya dibayar dalam waktu yang telah 

ditentukan ditagih dengan menerbitkan Sural Pemberitahuan Pajak Daerah 

( SP TPD ) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % { dua 

persen ) sebulan, penambahan jumlah pajak yang terhulang tidak 

dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum 

dilakukan tindakan pemeriksaan. Dalam penetapan pajak ( Pajak Motel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan 

dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C ) pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir hampir semuanya berjalan 

sesuai dengan PHRDA yang ditetapkan, tetapi sanksi administrasi yang 

telah ditetapkan sering kaii tidak dapat diterapkan karena adanya kerja 

sama yang baik antara wajib pajak untuk melakukan manipulasi dengan 
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pcUigas pajak yang lonlu saja sangal niciugikan karena iLMsehul 

berdanipak alas penerimaan pajak daerah. 

Guna niengoptimaika.i penerimaan pajak daerah ( Pajak Hotel. 

Pajak Restoran. Pajak Hiburan. Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan 

dan I'ajak Pengambilan dan I'engelolaan Bahan Galian Golongan C ) 

Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Ogan Uir hanya perlu melaksanakan 

prosedur dalam penetapan pajak daerah ( Pajak Hotel. Pajak Restoran, 

Pajak I lihuran. Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan dan Pajak 

Pengambilan dan I'engelolaan Bahan Galian Golongan C ) sesuai dengan 

Ph.RDA, karena dalam PhiRDA yang ditetapkan telah diatur Jengan jelas 

dan apabila masih lerjadinya penyimpangan Pemerintah Kabupaten Ogan 

Ilir yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Uir dapat 

memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan manipulasi baik 

yang dilakukan oleh wajib pajak atau oleh petugas pajak. 

4. Melakukan Evaiuasi 

Upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Uir 

yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Uir guna meningkatkan 

kontribusi pajak daerah lerhadap penerimaan Pendapalan Asli Daerah 

( P A D J adalah melakukan evaiuasi terhadap upaya yang lelah diUikukan. 
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Evaiuasi yang dilakukan terhadap pencapaian upaya yang telah 

dilaksanakan dapat dilihat dari penerimaan pajak daerah dari tahun ke 

tahunnya. Tabel berikut merupakan target dan reaiisasi penerimaan pajak 

daerah serta kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah. 

Tabel IV.3 

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, serta Kontribusi Pajak Daerah 
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Tahun 2005 s/d Tahun 2007 

Tahun Pajak Daerah PAD Kontribusi 

2005 1.645.626.667 3.337.043.170 49,31 % 

2006 2.646.229.913 11.668.845.117 22,67 % 

2007 2.605.328.114 16.072.785.045 16,21 % 

Sumber: Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2007 

Berdasarkan Tabel IV.3 pada Bab I di atas penerimaan Pajak 

Daerah untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 1.645.626.667,- dengan total 

penerimaan Pendapatan Asl i Daerah ( P A D ) tahun 2005 adalah sebesar 

Rp. 3.337.043.170,- atau dengan kata lain tahun 2005 penerimaan Pajak 

Daerah memberikan kontribusi sebesar 49,31 % dari total Penerimaan 

Pendapalan Asli Daerah ( P A D ) untuk tahun 2005. Penerimaan Pajak 

Daerah untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp. 2.646.229.913,- dengan total 

penerimaan Pendapatan Asl i Daerah ( P A D ) tahun 2006 adalah sebesar 

11.668.845.117,- alau dengan kata lain tahun 2006 penerimaan Pajak 

Daerah memberikan kontribusi sebesar 22,67 % dari total Penerimaan 
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Pendapatan Asl i Daerah ( P A D ) untuk tahun 2006. Penerimaan Pajak 

Daerah untuk taliun 2007 adalah sebesar Rp. 2.605.328.114,- dengan total 

penerimaan Pendapalan As l i Daerah ( P A D ) tahun 2007 adalah sebesar 

Rp. 16.072.785.045,- atau dengan kata lain tahun 2007 penerimaan Pajak 

Daerah memberikan kontribusi sebesar 16,21 % dari total Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah ( P A D ) untuk tahun 2007. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat baliwa perkembangan 

realisasi penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 

2005 sampai dengan tahun 2007 masih fluktuatif, walapun pemerintah 

telah melakukan upaya yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 

Pemerinlah Kabupaten Ogan Ilir dari sektor pajak daerah. 

Dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap 

penerimaan Pendapatan Asl i Daerah ( P A D ) di Kabupaten Ogan Uir 

tahun 2005 siimpai dengan 2007 terus mengalami penurunan, kontribusi 

Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan As l i Daerah ( P A D ) untuk 

tahun 2005 sebesar 49 ,31% mengalami penurunan menjadi 22,67 % di 

tahun 2006 dan untuk tahun 2007 konribusi Pajak Daerah terhadap 

penerimaan Pendapatan Asl i Daerah ( P A D ) kembali mengalami 

penurunan menjadi 16,21 %. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Ogan Uir untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah 

( Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 



66 

Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian 

Golongan C ) terhadap penerimaan Pendapatan Asl i Daerah ( P A D ) belum 

terlaksana dengan optimal yang dapat dilihat masih fluktuatifnya 

penerimaan pajak daerah serta menurunnya kontribusi Pajak Daerah 

(Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian 

Golongan C ) terhadap penerimaan Pendapatan As l i Daerah ( P A D ) . 



BAB V 

S I M P U L A N DAN S A R A N 

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi, 

akan diuraikan kesimpulan mengenai keadaan dim hasil pembahasan terhadap 

Upaya yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupalcn Ogan Ilir 

untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan 

As l i Daerah di Kabupaten Ogan Ilir serta penulis akan memberikan beberapa 

saran yang dianggap periu sebagai usulan perbaikan atau masukan 

untuk kepentingan Pemerintah Kabupalcn Ogan Uir guna meiientukan 

kebijakan yang dapat diambil untuk meningkat penerimaan daerah. 

A. Simpulan 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Ogan Ilir untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan 

Pendapatan Asl i Daerah di Kabupaten Ogan Ilir adalah : 

1. Merumuskan kebijalcan teknis tentang Pajak Daerah dengan mengeluarkan 

Perda yang berhubungan dengan Pajak Daerah sebagai berikut : 

a. P E R D A Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel. 

b. P E R D A Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran 

c. P E R D A Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Hiburan. 

d. P E R D A Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame. 

e. P E R D A Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan. 

f. P E R D A Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pajak Pengambilan dan 

Pengelolaan Bahan Galian Golongan C . 
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2. Mcnyclcnggurarakan Pendataan / PendaTlaran serta Pemungutan / 

Penagihan 

3. Penetapan bcsainya pajak 

4. Melakukan evaiuasi 

B. Saran 

Saran yang dapal penulisan berikan kepada Pemerinlah Kabupaten 

Ogan liir yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan ilir untuk dapat 

mengoplimalkan penerimaan dan kontribusi Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah ( P A D ), yaitu Dinas lA-ndapatan Daerah Kabupaten 

Ogan ilir sebaiknya memperhatikan betul proses pendataan/pendaltaran wajib 

pajak daerah ( Pajak Hotel. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan 

Galian (iolongan C ). yaitu pemerintah Kabupaten Ogjui Ilir harus melakukan 

pendaluiin lerhadap semua wajib pajak yang ada dengan cara mendalangi 

mendalangi langsung calon wajib pajak mengingat pemerinlah melayani 

rak\al bukan lakyal yang melayani pemerintah dan memberikan sanksi untuk 

yang tidak inendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Dinas Pendapalan Daerah 

Kola Palembang, karena semakin banyaknya wajib pajak yang lerdala jelas 

akaji semakin besar pula pL-nerimaan pajak daerah yang akan di dapat oleh 

pemerinlah kabupaten Ogan Uir. 
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